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TANGGAPAN ATAS MASUKAN PUBLIK HEARING  
RAPERDA PMKS DENGAN MASYARAKAT 

  

NO  MASUKAN KETERANGAN 

1 asas kepastian hukum  dapat diterima dan sudah ditambahkan 

2 Perlu penjelasan organisasi 

sosial Dalam Pasal 4 Ayat (3) 

Penyesuaian istilah lembaga kesejahteraan sosial sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 10 

3 Pasal 19 Ayat (2) apakah 
yang dimaksud panti sosial. 

Apakah sudah ada atau 

sekedar wacana 

Dipati Panti sosial sudah ada.  
1. Panti asuhan putri aisyiyah djauharotul imamah Salah satu amal 

usaha Pengurus daerah aisyiyah kabupaten pati 

2. Profil PA. Darul Hadlanah YKM NU Pati 

4 Bab V pasal 6 ayat (1) kata 
dan masyarakat tidak tepat 

karena terlalu abstrak tidak 

sesuai dengan Pasal 34 ayat 
(1) fakir miskin dan anak 

terlantar dipelihara oleh 

negara 

Dipertahankan mengingat dalam bagian masyarakat berbagai macam bentuk 
kegiatan PMKS sangat membutuhkan pelibatan masyarkat. Dalam pasal 1 

ayat 35 telah dijelaskan pula apakah yang dimaksud masyarakat yaitu 

masyarakat adalah kelompok warga masyarakat yang mempunyai perhatian 
dan peranan dalam bidang kesajahteraan sosial. Berbeda dengan istilah 

Warga negara dalam pasal 1 ayat 34 diartikan Warga masyarakat adalah 
penduduk Kabupaten Pati dan warga asing yang tinggal di Kabupaten Pati.    

5 Bab VIII Sumber Daya  pasal 
27 ayat (1) sumber 

pendanaan menjadi 

tanggung jawab pemerintah. 
kata bersama dan dan 

masyarakat serta dunia 

usaha dihilangkan. Karena 
ayat (2) sudah menyebut 

Diakomodir 
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sumber pendanaan yang 

sah lainnya  

6 Bab V Pasal 6 kata 

masyarakat di hapus dalam 
pertanggung jawaban 

Dipertahankan mengingat dalam bagian masyarakat berbagai macam bentuk 

kegiatan PMKS sangat membutuhkan pelibatan masyarkat 

7 Bab VII Pasal 17 ayat 

(1)pada akhir kalimat agar 
masalah sosial tidak terjadi 

untuk ditinjau ulang 

mengingat masalah sosial 
akan terus terjadi 

Pilihan dalam pasal 17 ayat 1 sudah tepat, masalah sosial memang terus 

akan terjadi sehingga konsistensi kebijakan dibutuhkan untuk kebijakan 
pada masa yang akan datang. Frasa tersebut merupakan penekanan 

sehingga tidak terjadi lagi nantinya melalui kebijakan2 

8 Bab VIII Sumber Daya  pasal 

27 ayat (1) sumber 

pendanaan menjadi 
tanggung jawab pemerintah. 

kata bersama dan dan 

masyarakat serta dunia 
usaha dihilangkan. Karena 

ayat (2) sudah menyebut 

sumber pendanaan yang 
sah lainnya  

Diakomodir 

9 Pasal 9 Apakah Tidak Ada 

Kesulitan  

Menyesuaikan kondisi APBD  

10 Bab III pasal 4 ayat (1) 
Ayat (2) point a 

Ayat (3) Sasarannya PMKS 

Tanggung jawab pemerintah sudah jelas Pasal 6 ayat 2. Jadi pemerintah 
tidak lalai 
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Melalui instansi pemerintah 

terkait dan organisasi sosial. 

Jika hanya wadah 
organisasi sosial, maka 

pemkab dapat dimakanai 

lepas tanggung jawab  

11 Bab VII bagian kesatu 

sampai dengan 7 dapat 

digabungkan dengan bab VI 

Tidak perlu mengingat bentuk penyelenggaraan dan penanganan 

subtansinya berbeda. Penyelenggaraan lebih pada level kebijakan 

(pengaturan-pengaturan) atas PMKS akan tetapi Penanganan lebih bermuara 
pada proses atas penyelenggaraan pelaksanaan pengaturan yang dilakukan 

termasuk dalam hal ini dapat diartikan cara atau perbuatan menangani  

12 Bab VI bagian kedua 

rehabilitasi sosial pasal 8 
dimasukkan ke bab VII 

kedalam bagian usaha 

rehabilitasi 

Tidak perlu dirubah mengingat ini menjadi perbedaan filosofi antara 

penyelenggaraan dan penanganan 

13 Bab VI bagian ketiga 

jaminan sosial dimasukkan 

bab VII kedalam bagian 

usaha preventif 

Tidak perlu dirubah mengingat ini menjadi perbedaan filosofi antara 

penyelenggaraan dan penanganan 

14 Bab VI bagian keempat 

pemberdayaan sosial 

dimasukkan dalam bagian 
VII usaha Prefentif 

Tidak perlu dirubah mengingat ini menjadi perbedaan filosofi antara 

penyelenggaraan dan penanganan 

15 Bab VI bagian kelima 

perlindungan sosial 

dimasukkan dalam Bab VII 

Tidak perlu dirubah mengingat ini menjadi perbedaan filosofi antara 

penyelenggaraan dan penanganan 
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bagian keenam  

16 Judul Perda Kata Masalah 

perlu dibuang 

Istilah kata masalah menjadi bahasa baku diantara contohny ada dalam 
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia  Nomor 08 tahun 2012 Tentang 
Pedoman pendataan dan pengelolaan data  
Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial 

17             BAB II disesuaikan PerUU Sudah sesuai dengan UU No 12 tahun 2011 dimana tujuan, manfaat dan 
asas masuk dalam bagian Bab I ketentuan Umum 

18 Pasal 4 disesuaikan isinya. 

Ada kalimat yang salah 

Pasal 4 sudah sesuai dengan lampiran Peraturan menteri sosial republik 
indonesia Nomor 08 tahun 2012 Tentang  Pedoman pendataan dan pengelolaan 
data Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber 

kesejahteraan sosial 

19 Pasal 4 ayat 3 ditambah 
dengan pemerintah  

Sudah sesuai dengan ketentuan lampiran Peraturan menteri sosial republik 
indonesia Nomor 08 tahun 2012 Tentang  Pedoman pendataan dan pengelolaan 
data Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber 
kesejahteraan sosial sehingga tidak perlu dirubah 

20 Pasal 9 isinya tidak sesuai 

dengan ketentuan dalam 

pasal 4 

Tidak perlu disesuaikan karena sudah sesuai dengan ketentuan pada pasal 

4 mengingat sumber dari ketentuan ini ada dalam ketentuan pasal 6  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

 

21 Pasal 9 ayat 5 apakah harus 

bersertifikat 

Sertikasi pekerja sosial diatur dalam ketentuan pasal 73 ayat 3 yaitu : Untuk 
memperoleh izin praktik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) Pekerja Sosial 
Profesional harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga 
sertifikasi dengan melampirkan sertifikat kompetensi pekerjaan sosial. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

 



















DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PATI 

 

Lembar Usulan Perubahan 

Raperda tentang: PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/ AIDS 

 

NO BAB/PASAL USUL PERUBAHAN KETERANGAN 

1 Pasal 34 ayat (3) Kalimatnya 

rancu/tidak efektif “Setiap 

orang….. mengetahui….. 

dilarang…. dst…” 

“Setiap orang…..mengetahui  seseorang….. 

melarang seseorang atau individu 

tersebut….dst…” 

Secara ketatabahasabakuan memang rancu, akan tetapi 

secara struktur kalimat lebih mudah dipahami sehingga 

banyak dipakai dari frasa-frasa penulisan perundang-

undangan yang lain termasuk KHUP 

2 Pasal 20 ayat (1)  Yang ditanyakan adalah: 

“apakah ada sanksi/ konsekuensi bila Pasal 

ini dilanggar?” 

Telah dilakukan penyesuaian dalam pasal 20 ayat (1) namun 

dalam draf yang bapak ibu pegang terdapat ketidaksesuaian 

3 Judul Peraturan Daerah Penanggulangan HIV/ 

AIDS 

Kalimat pencegahan memiliki frasa yang berbeda dengan 

penanggulangan 

4 Diktum menimbang “ Semakin 

mengkhawatirkan” 

Yang menjadi pertanyaan, apakah  

berdasarkan hasil riset? 

Ya kabupaten Pati jateng masuk kategori ke 2  

5 Pasal 29 ayat (1) Untuk segera dibuat SK KPAK 

 

Sudah ada dalam ketentuan penutup bahwa peraturan ini 

termasuk SK sebagai tindak lanjut harus dibuat maksimal 

selama 6 bulan pasal 42 

6 Bab IV Pasal 18. Ditambah no 4 sebagai kelanjutan dari no 3 

“menutup tempat-tempat hiburan yang 

didalamnya menyediakan tempat plus- plus” 

No 4 digeser ke no 5 

Perda ini objeknya pada HIV/AIDS, jika mamasukkan 

penutupan tempat hiburan akan menjadi tumpang tindih 

perda lain seperti perda karaoke dan perizinan 

7 Pasal 5 Tidak sama dengan yang tertulis: 

a. Asas Kepastian 

 

di penjelasan, ditulis: 

a. Asas Kemanusiaan dst 

Agar ditulis dengan urut. 

Kami sesuaikan 



 

8 BAB X  Pasal 40 ayat (1) “Penyidikan dilakukan PPNS” 

Di Pemda Pati masih kurang dan belum 

banyak yang berpengalaman. 

 

Perlu disiapkan PPNS khusus yang 

menangani masalah HIV dan AIDS.  

 

Kami akomodir sebagai masukan 

9 BAB I Ketentuan Umum Pasal 

1 

Bisa ditambahkan “ Masyarakat” 

Yaitu setiap orang yang hidup, tinggal, dan 

terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten 

Pati. 

 

Secara tidak langsung masyarakat yang dimaksud adalah 

masyarakat kabupaten pati karena ruang lingkup perda 

hanya di daerah Kabupaten Pati 

10 BAB I Pasal 1 No 16 Terdapat kesalahan penulisan kata “ Resiko” 

yang benar adalah “Risiko” 

 

Kami sesuaikan 

11 BAB I Pasal 1 No 17  Tambahan kelompok dalam Risiko Tinggi 

(Anak Jalanan)  

 

 

Beberapa kajian kami tidak menemukan objek HIV AIDS 

adalah anak jalanan, namun patut menjadi pertimbangan 

12 BAB I Pasal 1 No 15 

 

Kata “Penanggulangan” diganti dengan “ 

Resiko Penularan” 

 

Akan dipertimbangkan 

13 BAB II Maksud, Tujuan, Asas dan  Sasaran 

 

Seharusnya dimulai dari Pasal 2 bukan dari 

Pasal 3 

 

Telah disesuaikan dengan memasukkan rumusan ruang 

lingkup peraturan daerah 

14 Konsideran “ Mengingat” Ditambahkan Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor 90 Tahun 2019 

  

 

Keputusan menteri tidaklah menjadi bahan pertimbangan, 

hal ini berlandaskan pasal 7 ayat UU No 12 Tahun 2011 



15 BAB I KetentuanUmum angka 

17 

Ditambahkan suami dari ODHA 

 

Diakomodasi 

16 BAB IV, Bagian ke- 3 Pasal 

18 point (4) 

“ Memasukkan Materi Ajar tentang 

Penanggulangan HIV/ AIDS dan IMS dalam 

Kurikulum Pendidikan” 

Diganti dengan 

“Mengintegrasikan materi ajar tentang 

Penanggulangan HIV/ AIDS dan IMS dalam 

mata pelajaran yang relevan di sekolah- 

sekolah 

 

Harus diperjelas lagi apakah materi ini akan 

diberikan kepada semua jenjang sekolah ( 

TK s/d SMA/ SMK) atau hanya pada 

tingkatan tertentu. Sehingga guru dapat 

mengambil tindakan dengan cukup 

memberikan materi suplemen pada mata 

pelajaran yang relevan dan tidak merubah 

bahan ajar. 

Lebih adaptif dengan frasa memasukkan materi ajar 

dibandingkan frasa mengintegrasikan, mengingat materi 

HIV AIDS bukan materi pertama akan tetapi materi 

pendukung 

17 Pasal 17 Point d dan e d dan e agar masuk di bagian kedua “ 

Promotif”  

 

 

Lebih menekankan Prefentif mengingat keluarga merupakan 

tanggung jawab pertama 

18 Pasal 18 Ada Poin yang menjelaskan “Sektor 

Terkait”. 

 

Pertanyaannya sektor terkait itu meliputi apa 

saja? 

 

Sektor terkait adalah pihak lain yang tidak berhubungan 

langsung dengan pengidap HIV.AIDS 

19  Tingkat Pencegahan “Rehabilitasi” perlu 

dimasukkan 

Rehabilitasi sudah masuk bagian Bab IV pencegahan dan 

penggulangan. Frasa penanggulangan termasuk memiliki 

makna rehabilitasi 



 

20  Dimasukkan ruang lingkup 

dalam bab II 

Sudah dimasukkan ruang lingkupnya Sudah dimasukkan ruang lingkupnya 

21 Pasal 37 Selain bupati ditambahkan anggota KPAK Sudah ditambahkan 

22 Sulitnya melakukan Rujukan  Sudah ada ketentuannya pasal 23 ayat (2) akan tetapi 

pertanyaan tersebut lebih banyak menjurus pada 

masalahteknis 

23 Pasal 35 dipertegas jika bupati 

sebagai ketua KPAK 

 Telah diakomohdasi dalam pasal 29 ayat (2) KPAK diketuai 

oleh Bupati 

24 Pasal 37 dan pasal 35 

dimasukkan dalam satu pasal 

saja mengingat satu Bab 

 Tidak dapat dimasukkan dalam satu pasal mengingat 

aspeknya koordinasi dan pengawasan menjadi sub 

pengaturan yang berbeda 
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